
DHAR.MOT.A.MA SA.TY.A. PRAJA 

PBMBIUNTAB KABUPATIN DilllAH TINGKAT Il SEMARANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG 
NOMOR 11 TAHUN 1997 

TENTANG 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA 
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG 

TAHUN 1987 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT U SEMARANG 

Menlmbang : a .. bahwa pembangunan Clan perkembangan lbukota . Kecamatan 
Tuntang perk.I ditertibkan dan diarahkan agat kemungkinan timbulnya 
segala permasalahan dikemudian hari . bail< mengenai pemukiman, 
kesehatan, penmdlkan, keamanan maupun fasilitas pelayanan umum 
lainnya dapat dttanggutangi, sehingga ... Kota Tuntang tetap 
merupakan lingkungan hidup yang Sehat, Rapi, Aman. Sejahtera · dan 
lndah ( SERASI ) ; 

b. bahwa untuk maksud tersebut · a diatas) maka perk.I adanya 
. perencanaan Tata Ruang Kola lbukota Kecamatan Tuntang sebagai 
pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatah ruang secara optimal, 

. serasi, seimbang, terpadu1 tertib, fest.art dan ber1<efanjutan yang 
diatur datam Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedataman 
Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota lbukota Kecama.tan 
Tuntang; · . 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas. pertu diatur dan 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 
semarang. 

Menglngat . 1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (staat Blad 
226/1926) 

2. Undang-undang Nomor 13 Tamm 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah--daerah Kabupaten DalaJn Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 67 Tahtm 1958 tentang Perubahan Batas­
batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Qaerah swatantra . Tmgkat 
II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 



Nomor 118 ; TamtKlhan Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Nomor 1652 ) ; 

4. Undang..undang Nomor 5 Tahon 1960 tentang · Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agrarla ( · Lembaran Negara Tamm 1960 Nomor 
104; Tambahan lembaran Negara Nomor 2043 ) ; 

5. undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokot< 
Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RepubDk kldonesia 
Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Repubftk 
Indonesia Nomor 3037 ) ; 

6. Undang-undang Nomor 24 Tamm 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara RepubDk Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ; 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelotaan Llngkungan 
HldUp ( Lembaran Negara Republlk Indonesia · Tahlm 1997 Nomor 
68 ; Tambahan Lembaran Negara Repubbl< Indonesia Nomor 
3699); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Pertuasan 
Kotamadya Daerah Tlngkat II Semarang . ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3487 ) ; 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 
Pengaturan ~ ( Lembaran Negara Republik Indonesia Taoon 1982 
Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3225); 

10. Peraturan Pemertntah Nomor 23 Tahun · 1982 tentang lrtgasl 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38 ; 
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3326) ; 

11. Peraturan Pemertntah Nomor 26 Tahllh 1985 tentang Jafan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 10; 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 32930 ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tamm 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan. lnstansl Vertikal DI Daerah ( Len,t>aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor · 10: Tambahan Lembaran Negara 
·Republik Indonesia Nomor 3373); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas Witayah Kotamadya Oaerah Tmgkat II Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tmgkat II Semarang ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia NonlOr 3500); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tamm .1993 tentang Analisis 
Mengenai Oampak lingkungan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tamm 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 3538) ; 

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989 
tentang Tim Koordinasi Pengelola. Tata Ruang Nasional: 

16. Keputusan Prestden RepubHk Indonesia 32 Tamm 1990 tentang 
Pengefotaan Kawasan lindung ; 

17. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Penetapan Batas VVllayah Kota di Seturuh Indonesia ; 

18. Peraturan Menterl DaJam Negert 2 Tahun 1987 tentang Pedoman 
Penyusunan rencana Kota : 
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19. Keputusan Merten Pekefjaan Lmum Nomor 640/KPTS/1986 tentang 
Perencanaan Tata Ruang Kota ; 

20. KeputU$8n Menteri Dalam Negerl Nomor ~9 Tamm 1988 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 2 
Tahlm 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ; 

21. Keputusan Menteri Oalam Negesi Nomor 84 Tahtm 1992 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan oaerah tentang 
Rencana Kota ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tangkat II Semarang Nomor 
10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan 
Pernenntah KabUpaten Daerah 11ngkat n Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Semarang Tahun 
1988 Nomor 17); 

23. Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 
1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II 
Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tmgkat II 
Semarang Tahun 1996 Nomor 11 ) ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting~t It Semarang Nomor 
· 19 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wllayah lbukota 

Kecamatan Tuntang ( lembaran Oaerah KabUpaten Oaerah Tlngkat 
II Semarang Tahun 1996 Nomor 27 ) ; · 

Dengan PersetuJuan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten oaera11 Tlngkat 
I 5emarang. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H 
SEMARANG TENTANG RENCANA UMUM .TATA RUANG KOTA 
DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG 
KOTA 18UKOTA KECAMATAN TUNTANG TAHUN 1998/1897 
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008/2907 . 

BABI 

KETENTUAN UMUM .. 

Pant 1 

Dalam Peraturan Oaerah inl yang dlmaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tlngkat U Semarang ; 

.b. Pernerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Semarang ; 
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C. Bupati Kepala Oaerah adalah Bupatl Kepala Oaerah tlngkat II 
Semarang ; 

d. Bappeda adalah Badan Perencanaan .Pembangunan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat ll Semarang ; 

e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang _· selanjUtnya dl$ebut 
RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan . Ruang Kota yang 
disusun untuk menjaga keserasian ~nguna.n antar sektor 
disusun untuk menjaga kesera·sian pembangunan antar sektor 
dalam rangka pelaksanaan prograffli)l"Ogram pemt,angunan kota ; 

f . Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut ROTRK 
adatah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terincl yang 
dlsusun untuk penytapan pefWUjUdan Ruang datam rangka 
pelaksanaan program-,progr.am pembangunao kota ; 

g. VVflayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografls beserta 
segenap unsur terkatt padanya yarig batas dan sistemnya dltentukan 
berdasarkan aspek admlnistratip dan atau a~ek fungslnal ; 

h. \IWayah Pembangunan adatah suatu ~atuan wtlayah yang 
menggambarkan kesatuan strategfs .pengembangan yang 
mencermlnkan karatertstlk pengembangan · dari Wllayah yang 
bersangkutan ; 

i. \Mlayah Perencanaan adatah wllayah yang ~dtarahkan pemanfaatan 
ruangnya sesuai dengan mastng-mastng jenis Rencana Kota ; 

. j . lbukota Kecamatan Tuntang adatah Kota Tuntang; 

k . . Kawasan adalah WHayah dengan fungsi · utama lindung atau 
budidaya ·; 

I. Blok adalah satu kesatuan wHayah darf kota yang bersangkutan 
yang merupakan wtlayah yang terbentuk ;secara fungsional atau 
admlnlstratlp dalam rangka pencapaian :-daya guna petayanan 
fasilltas umum kota dengan tujlJ8n pemanfaatan ruang ; 

m .. Garis Sempadan Jalan adalah garls batas mar pengamanan jalan ; 

n. Garis Sempadan SUngaf adalah garts _batas luar pengamanan 
sungai ; · 

o. Garis Sempadan 8aluran adalah gans batas luar pengamanan 
saluran · · 
. t 

p. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar 
dibefakangnya dapat dldirikan bangunan ·. 
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BAB D 

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

RUTRK Dengan Kedalaman Maten RDTRK dldasarkan atas Asas : 

a. Pemanfaatan ruang bagl semua kepentingan secara terpadu, 
berdaya guna dan berhasil guna, serasi. '.selaras. seimbang dan 
berkelanjutan ; 

b. KeterbUkaan, persamaan, keadilan dan perUndungan hukum. 

Pase.I 3 

RUTRK Oengan Kedalaman Materi RDTRK dimaksudkan sebagai 
landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Oaerah Tingkat I, Pemerlntah Daerah Tingkat II dan 
masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencana, 
terarah dan berkesinambungan . 

Pasal 4 

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK bertujuan : 

a. Menlngkatkan peranan kota dalam petayanan yang lebih luas agar 
mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu Sistim 
pengembangan wtlayah ; · 

b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan ; 

c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan · ruang kaWasan llndung 
dan kawasan bUdidaya ; 

d .. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk : 

1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta 
menanggulangi dampak negatif terha.dap Jingkungan ; 

2. Mewujudkan kesetmbangan kepentingan kesejahteraan dan 
keamanan·. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN DAN WILAYAH 
PERENCANAAN 

Pasal 5 

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Maten RDTRK lbukota 
Kecamatan.Tuntang adatah penjabaran dali Rencana Tata Ruang Kota 



di Wllayah Kabupaten Oaerah Tingkat II Semarang dan Pola 0asar 
Pemba.ngunan Daerah Kabupaten Daerah l1ngkat H Semarang yang 
menjadi dasar pertlmbangan dalam penyusunan rencana pernl>angunan 
kota. 

Pasal I 

(1) \Mlayah Perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK 
· Ibukota Kecamatan Tuntang mencakup 3 (tiga) desa, dengan IUas 
390 ,38 Ha yaitu : 

a. Desa Tuntang 
b. Desa Lopalt 
c. Desa Kesongo 

seluas 194, 10 Ha; 
_selUas 141,02 Ha ; 
setuas 55,26 Ha . 

(2) Batas-batas wttayah pereneanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal lni adalah : · 

a. Batas Sebetah utara Sungai Tuntang, Perkebunan Tiogo 
dan Jalan Kabupaten (Tuntang -
Brtngln); 

b. Batas Sebelah Tmur : Perkebunan . Tioga. Jalan Dusun 
Lopait, 0usun Jeblosan, Perkebunan 
PT. Sri Sarwo Adhi dan Dusun 
Ngroto; 

c. Batas Sebelah SeJatan : Jalan Dusun _ Ngroto, Ousun Ngreco 
dan Kesongo1or; 

d. Batas Sebelah Barat Rawapening . 

BAB IV 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN 
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA 

KECAMATAN TUNTANG 

·BagtanPertama 
Penetapan Peranan Dan Fungsl Kota 

Pasal 7 

Peranan Kota Tuntang Dalam Wilayah Kabupaten Oaerah Tmgkat 
II Semarang adalah sebagai pusat Pemenntah Kecamatan dengan 
wilayah pelayanan adalah Kecamatan Twnng . _-_ 

Pasal 8 

fungsl Kota Tuntang dalam Wllayah Kabupaten Daerah llngkat II 
Semarang adatah : 

a. Pusat pelayanan Pemenntahan Keeamatan ; · 
b. Pusat pelayanan perdagangan ; 
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c. Pusat pelayanan pendidikan ; 
d. Pusat pelayanan partNtsata; 
e. Pusat pelayanan fasilltas soslal . 

Bagian Kedua 

Kebljaksanaan Dasar Perencanaan 

Pasal 9 

Kebijaksanaan Pengembangan Kota TWltang meliputi : 

a. Pemerataan pengembangan mellputl seturuh bagian wHayah kola, 
yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktUr dan bentuk 
yang kompak dan merata ; 

b. Penyebaran Fasllitas pelayanan sebagal usaha untuk memeratakan 
petayanan bagl penduduk kota diseluruh wlfayah baglan kota, bukan 
terkonsentrasi pada suatu tempat saja ; 

c. Fasilitas petayanan tersebut berupa fasmtas--fasilitas umum dan 
faSilitas sostal, fasilltas perdagangan dan lain sebagatnya ; 

. d. Penyebaran fasilltas--fasilltas, jenis dan skafa petayanannya, mastng.. 
masing disesuaikan dengan . fungsl pelayanannya (perdagangan, 
perumahan, per1(antoran) maupun jarigkauan petayanannya 
(regional, kola, blok) ; 

e. Peningkatan aktMtas kekotaan pada daerat..daerah transisl dan 
ptnggtran Kota Turltang, terutama kegiatan yang berstfat non 
pertanlan atau keglatan sekunder dan primer ; . 

f. Memeratakan arah perkembangan flslk kota kesegala arah, yang 
pada saat ini maSih cenderung berkembang disekltar jalan utama 
kota; 

g. Menciptakan suatu aktivitas yang dapat mendorong perkembangan 
daerah-daerah tersebut antara lain berupa aktiVltas perdagangan, 
perumahan dan industri pengotahan hasY pe('.tanian ; 

h. Penempatan fasilitas pelayanan yang merata diseluruh bagian 
wHayah kota. sehingga penyebaran pendudtJk tidak terpusat dlsuatu 
tempat tertentu saja, melainkan menyebar kesemua baglan wt!ayah 
kota. Selain ltu dengan menggalakkan · program keluarga 
berencana kepada seluruh masyarakat, sehingga mengurangJ angka 
kelahfran· . • 

i. Meningkatkan kuatftas hldup kekotaan di · Kota Tuntang, mtsaJnya 
dengan menlngkatkan slstim pembuangan sampah, sistim jarlngan 
air bersih, slstlm jartngan drainase. penghijauan dan sebagalnya ; 
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j. Mencegah polusl kota dan Ungk.Ungan yang ~hat melalul Jalur sabuk . 
hijau disekellng kota yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah · 
konservasl kota; 

k. Membuka daerab--daerah tertsolir yang ada dlbaglan wilayah kota 
dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa jalan-jalan 
penghubung, balk antar ffngkungan dan antar bagian wflayah kota : 

I. Menlngkatkan fungsl dan peranan Kota [untang sebagal pusat 
pelayanan Pemerintahan dengan metjgelompokkan faslitas 
Pemerlntahan pada suatu tempat agar mudah dalam hubungan dan 
koordlnaslnya ; 

m. Menlngkatkan kelancaran arus lalu flntas didaJam dan luar Kota 
_Tuntang dengan merencanakan Jaringan • jatan dan fasilltasnya 
dengan kondlst yang ada ; · 

n. Menlngkatkan daya tarlk Kota Tuntang temadap Investor dari luar 
wttayah untUk menanamkan modalnya; derigan jatan menyedlakan 
prasarana dan sarana yang lengkap, balk berupa jartngan telepon, 
jartngan air berslh, bank, tokasi usaha dan kemudahan birokrasl 
perijinan. . 

Bagtan Ketlga 

Perwllayahan Kota ,· 

Pual 10 

WiJayah Perencanaan Kota Tuntang sebagaim~na dimaksud datam 
Pasal 7 Peraturan Daerah ini dlbagi dalam Bagian. Wdayah Kota yaltu 

. menjadi 1 BWK dan 3 Blok sebagai bertkUt : .. 

a. Blok I 
b. Blok ii 
c. · Blok li1 

seluas 194,10 Ha; 
seluas 141 103 Ha ; 
seluas 55,25 Ha . 

Pasal 11 

Peta pembagian wilayah ·dimaksud dalam Pa•I 10 Peraturan Daerah 
ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampira.n I , merupakan baglan 
yang tidak terptsahkan dali Peraturan Daerah iril ·. 
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. Bagla,n Keernpat 

Penetapan Jumlah Dan Persebaran Penduduk 

Pasal 12 

Jumtah Penduduk Kola Tuntang pada akhir Tahun 2007 diperklraka.n 
sebesar 10.44 7 jlwa . 

Pasal 13 

Penyebaran jumlah. penduduk sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 
Peraturan Daerah ini, di masing-masing Blok dlt'~apkan seba.gai bertkUt 

a. Blok I sebesar 6.280 jlwa dengan kepadatan 44, 17 jiwa/Ha ; 

b. Blok ll sebesar 2.923 jiwa dengan kepadatan 38,30 jiwa/Ha ; 

c. Blok Ill sebesar 1.244 jiwa dengan kepadatan 33,45 jiwa/Ha ; 

Pasal 14 

Peta penyebaran peoduduk dtmaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 
Peraturan Daerah int adalah sebagalmana tersebut dalam Lamptran 11, 
merupakan bagian yang tidak terptsa.hkan dari Peraturan Daerah lni . 

BaglanKeHma 

strukt1.lr Pemanfaatan Ruang Kota 

Pasal 1& 

Luas Wilayah kota sebagaimana dimaksud da'.lam Pasal 7 Peraturan 
Daerah ini pemanfaatannya dltetapkan sebagai berikUt : 

a. Fasilltas perumahan 154,48 Ha ; 

b. Fasifftas pendidikan 5,76 Ha; 

C. Fasilitas kesehatan · · 0,31 Ha ; 

d. Fasltas perkantoran 1,31 Ha; 

e. Fasilltas perdagangan 2,-45 Ha; 

f. Fasilttas keamanan 0,07 Ha; 

g. Fasilitas komunikasi 0,03 Ha : 

h. Fasilitas pemadam kebakaran 0,02 Ha; 



i. Fasffltas hlburan, rekreasl dan budaya 0,42 Ha; 

j. Fasilitas parlor umum 0,17 Ha; 

k. Fasilitas peribadatan 0,47 Ha; 

J. FaS11ttas o.r, openspace dan pemakaman 8,00 Ha; 

m. Jaringan jatan dan jalur hijau 78,07 Ha; 

n. Cadangan permukiman I pertanian, tegatan I 
kebun dan kawasan pa.rtwisata 138,74 Ha. 

Pasal 11 

Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
Peraturan Daerah lnii dahlm Blok setlap Bloknya ditetapkan sebagai 
bertl«t: 

a. Bk>kl: 

1. Fasffltas perumahan 90,27 Ha; 

2. Fasltitas pendidikan 2,76 Ha; 

3. Fasilitas kesehatan 1,19 Ha; 

4. FasUU:as perkantoran 1,18 Ha; 

5. Fasifftas perdagangan 1,90 Ha; 

6. Faslffl:as keamanan 0,04 Ha; 

7 .. Fasmtas komunikasi 0,03 Ha; 

8. Fasilitas pemadam kebakaran 0,02 Ha; 

9. Fasilttas hlburan, rekreasi dan budaya 0,16 Ha; 

10. Fasilitas parkir umum 0,05 Ha; 

. 11. FasMitas peribadatan 0.41 Ha; 

12. Fasilitas o.rt openspace dan pemakaman · 4,03 Ha; 

13. Jartngan jalan dan jalur hijau 38,81 Ha; 

14. Cadangan permukiman I pertanian, tegalan I 
kebun dan kawasan pariwisata 54,25 Ha. 



b Blok II : 

1. Fasintas perumahan 50,08 Ha; 

2. Fasilitas pendldikan 0 112 Ha; 

3. Fasilitas kesehatan 0,19 Ha; 

4. Fasilitas perkantoran 0,12 Ha; 

5. FasiHtas perdagangan 0,36 Ha; 

6. Fasllitas keamanan 0,02 Ha; 

7. Fasmtas hiburan. rekreasl dan bUdaya 0,23 Ha; 

8. Fasilitas parkir umum 0,10 Ha; 

9. FasiUtas pertbadatan 0,03 Ha; 

10. Fasilita.s o.r, openspace dan pemakaman 2,42 Ha; 

11. Jaringan jalan dan jalur hijau . 28,20 Ha; 

12. Cadangan permukiman I pertanian1 tegalan / 
kebun dan kawasan pariwisata 59,15 Ha. 

C Blok Ill: 

1. FasHitas perumahan 21,92 Ha; 

2. Fasilitas pendidikan Ol60 Ha: 

3. FasUitas kesehatan 0,09 Ha; 

4. Fasilitas perdagangan 0,36 Ha; 

5. Fasilitas keamanan 0,01 Ha; 

6. Fasilitas hiburan, rekreasi dan budaya 0,03 Ha; 

7. Fasmtas parkir umum 0,02 Ha; 

8. Fasilitas peribadatan 0,03 Ha; 

9. Fasilitas o.r. openspace dan pemakaman 1,25 Ha; 

10.Jaringan jalan dan jalur hijau 10,44 Ha; 

11 . Cadangan permukiman 1 pertanian, dan 
tegalan 20,51 Ha. 
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Baglan Keenan 

Lahan Cadangan Dan Ruang Temuka HQau 

Pasal 17 

Penggunaan lahan selain tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, 
· ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau . 

Pasal 18 

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaijmana <lmaksud datam 
. Pasat 17 Peraturan Daerah lni, dlpertnci untuk .$eliap Btoknya sebagai 
bertkut : 

a. Blok I: 

1. Ruang hijau / taman 4,03 Ha; 

2. Ruang hujau pertanianlcadangan permukfman 54,25 Ha; 

3. Jalur hljau 38,81 Ha. 

b Blok If : 

1. Ruang hijau / taman 2,42 Ha; 

2. Ruang hl,iau pertanlan/cadangan permukiman 77,96 Ha; 

3. Jalur hijau 28,20 Ha. 

·C. Blok Ill: 

1. Ruang hijau / taman 1,25 Ha; 

~ .... Ruang hUjau pertanJan/cadangan p~n _ 20,51 Ha; 

3. Jalur hljau 10,51 Ha. 

Pasal 19 

·Peta rencana pemanfaatan ruang dlmaksud daJam Pasal 15,16,17 dan 
Pasal 18 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam 
Lamplran Ill, merupakan baglan yang tldak terpisahkan dart Peraturan 
Oaerah lni. 
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Bagian Ketujuh 

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota 

Pasal 20 

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dltetapkan 
sebagalberikut: 

a. Penrantoran berada di Blok I ; 

b . Perdagangan berada di Blok I dan II ; 

. c. Pendidikan berada di Blok I dan II ; 

d. Kesehatan bera.da di Blok I ; 

e. Olah Raga berada di Blok J dan ii ; 

f. Ruang Terbuka berada di Blok I dan II ; 

g. Partwisata berada di Blok II . 

Pasal 21 

FasHftas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan perannya 
dltetapkan sebagai berikut : 

a. Perkantoran 

b. Perdagangan 

C. Pendldlkan 

d. Olah Raga 

e. Ruang Terbuka 

berada di Siok t dan U; 

berada di Blok f' II dan m ; 

berada d1 Blok t dan II ; 

berada di Blok I, II dan Ill ; 

berada di Blok 1. ti dan m . 

Pasal 22 

Peta penyebaran lokasi fasHitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasat 20 dan PasaJ 21 Peraturan Oaerah ini adalah sebagaimana 
tersebut datam Lamplran IV, merupakan bagtan yang tidak terplsahkan 

· dari Peraturan Daerah ini . 
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Baglan Kedelapan 

Slstlm Utama Transportasl 

Pasal 23 

Jaringan transportasi jalan raya dikota terdiri dan : 

a. Jalan arteri primer: 

- Merupakan jalan yang menghubungkan Kota SUrakarta dan Kata 
Semarang yang meUntasi Kota Tuntang, dengan febar Oaerah 
manfaat jatan ( Damaja ) 23 M dan Daerah milik jalan ( Damija 
) 26 M; 

b. Jalan lokal primer : 

- Merupakan jalan yang menghUbungkan Kota Tuntang dengan 
Kota Bringin, bat"k yang melalui jalan seteiah Jembatan Tuntang 
dan jalan baru di depan Rawapermai dengan lebar Daerah 
manfaat jalan ( Damaja ) 14 M dan Daerah miUk jalan ( Damija ) 
16 M; 

c. Jalan lokal sekunder: 

- Merupakan jalan yang menghubungkan jalan lingkungan dengan 
jalan artert primer dan lokal primer yang terdapat di dafam K'Ota 
Tuntang di depan Rawapermai dengan lebar Daerah manfaat 
jalan ( Oamaja) 12 M dan Daerah milikja.tan ( Damija) 14 M; 

d. Jalan antar llngkungan; 

- Dengan Daerah manfaat jalan ( Damaja ) 7 M dan Daerah mHtk 
jalan ( Damija ) 8 M . 

Pual 24 

untuk sarana angtrutan jalan raya ditetapkan : 

a. Halte dltetapkan di Blok I dan II ; 

b. Terminal type C dttetapkan di Blok II . 

Pasal 25 

Peta rencana sistlm utama transportasi dlmaksud dalam Pasal 23 dan 
Pasal 24 Peraturan Daerah inl sebagalmana tersebut dalam Lamplran 
V~ VI dan VII, merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah Int. 
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Baglan KeaembHan 

Slstlm Utama Jaringan Utultas 

Pasal 26 

Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 
meliputi: Jaringan air berslh, Jaringan telepon, Jarlngan listrik, Jaringan 
drainase dan Jaringan persampahan . 

Pasaf 27 

Sistim jalingan air bersih dltetapkan sebagai berikut : 

a. Janngan prtmer mettputi sepanjang ruas jatan·Arter1 Primer; 

b. Jaringan sekunder meliputi sepanjang ruas jalan lokal Primer, lokat 
Sekunder, Antar Lingkungan dan Lingkungan. 

Pasal 21 

· Sistim jaringan telepon ditetapkan sebagai bertkut : 

a. Jaringan primer melalUJ ruas Jatan Artert Primer ; 

b. Wartel berada d1 Blok II dan Kios Teiepon berada di Blok I. 

Pasal 29 

Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai jaringan tegangan menengah 
mefaiui ruas jalan sepanjang jalan Arteri Primer) Lokal Pnmer, Lokal 
Sekunder, Antar Lingkungan dan lingkungan . 

Pasal 30 

Sistim pembuangan air hujan dltetapkan sebagai berikut : 

a. sa1uran primer melalui SUngai Tuntang, Sungai/saluran yang ada di 
dalam Kota Tuntang ; 

b. Saluran sekunder meialui jaian Arteri Primer, Lokal Primer , Lokal 
Sekunder dan Antar Ungkungan ; 

c. Saluran tersier melalUi ruas jaJan Antar Ung~ngan dan Lingkungan. 

Pasal 31 

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan berada di Blok I dan II . 
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PaHI 32 

Peta S'istim jaringan utifitas sebagaimana dimkasud dalam Pasal 26 
sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini sebagaimana 
dimak$Ud datam Lampiran VIII, IX, X, XI dan XII , merupakan baglan 
yang tidal< terpl$ahkan dari Peraturan Daerah ini . 

8aglan Kesepuluh 

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku 

Pasal 33 

ftJr Baku sebagaimana dlmakSUd datam Peraturan Daerah int meliputi 
Air Pemukaan. Air Tanah Oangkal dan Air Tanah Datam . 

Paul 34 

· Pengembangan pemanfa.atan air baku sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 Peraturan oaerah tnl harus memperttmbangkan kelastartan 
lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 

Baglan Kesebelas 

Kepadatan Bangunan 

Pasal 36 

( 1) Kepadatan Bangunan dltetapkan dengan •· pembatasan Koeflsien 
Dasar Bangunan ( KDB ) pada Blok peruntukan ; 

· (2) Koefisien Dasar Bangunan ( KDB) dapat ditetapkan lebih dart satu 
peruntukan . 

Pasal 36 

( 1) Blok I dengan peruntukan : 

a. Perumahan KDB dltetapkan 60 % ; 

b. Perdagangan dan jasa KDB dltetapkan 80 % ; 

c. campuran KDB dltetapkan 80 % ; 

d. Pendklikan KDB ditetapkan 60 % ; 

e. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ; 

f. Peribadatan KOB ditetapkan 50 % ; 
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g. Kesehatan KDB dltetapkan 50 % . 

(2) Blok II dengan peruntukan : 

a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ; 

b. Perdagangan KDB ditetapkan 80 % ; 

c. Pendidikan KDB dltetapkan 60 % ; 

d. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ; 

e. Peribadatan KOS ditetapkan 60 % ; 

f. Kawasan Parlwtsata KDB dltetapkan 30 % ; 

g. Perdagangan dan Jasa PariWisata KDB ditetapkan 50 % . 

(3) Blok Ill dengan peruntUkan : 

a. Perumahan KDB ditetapkan 60 Ok ; 

b. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapka:n 80 % ; 

C. Pendidikan KDB ditetapkan 60 % ; 

. d. Peribadatan KDB ditetapkan 60 % . 

Pasal 37 

Peta kepadatan bangunan dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 
Peraturan Daerah ini , adalah sebagalmana dlmaksud dalam Lampiran 
Xllt, merupakan bagian yang tidak ter:pisahkan dart Peraturan Oaerah 
ini. 

Baglan KedUabelas · 

Ketlngglan Bangunan 

Pasal 38 

· ( 1) Ketlngglan bangunan dltetapkan dengan jumfah luas lantai bangooan 
dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan . 

(2) Petaksanaan ketinggian bangunan aitetapkan ·sesuai dengan fungsi 
rencana jartngan jalan . 

Pasal 3t 

Ketinggian bangunan untuk fungsi : 
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a. Perka.ntoran 

b. Kesehatan 

c. Pendidikan 

d. Pertbadatan 

e. Perdagangan clan Jasa 

f. Perumaha.n 

g. campuran 

h. Kawasan Pariwisata 

i. Perdagangan dan Jasa 

dltepi Jalan Arteri Primer ditetapkan 
dengan Koefisien Luas Bangunan 
sebesar 2,4 dengan 
kettnggian maksimum 4 lantai dan 
jalan Lokal Primer dltetapkan dengan 
Koefisien Luas Bangunan sebesar 
1.2 dengan ketinggian makSlmum 2 
lantai ; 
dltepi jalan Arteri Primer dltetapkan 
dengan Koefisien Luas Bangunan 
sebesar 1 . dengan ketlngglan 
maksimum 2 lantai ; 
ditepi jaian Arteri Primer • Lokal 
Primer , Lokal Sekunder dan Antar 
. Ungkungan ditetapkan dangan 
Koefisien luas Bangunan sebesar 
1,2 dengan ketinggian maksimum 2 
lantai; 
dltepi jalan • Arter! Primer, Lokal 
Sekunder dan Antar · Ungkungan 
ditetapkan dengan Koetlsien Luas 
Bangunan sebesar 1 dengan 
ketinggian maksimum 2 lantal ; 
ditepi jalan Arteri Primer dltetapkan 
dengan Koefisien Luas Bangunan 
sebesar 3,2 dengan ketinggtan 
maksimum 4 lantai ; 
ditepi jalan : Arteri Primer, Lokal 
Primer, Lokal Sekunder, Antar 
lingkungan dan Ungkungan 
dttetapkan dengan Koeflsien Luas 
Banguna.n sebesar 1,2 dengan 
ketlngglan maksimum 2 lantai ; 
dltepi jalan Arter1 Primer, Lokal 
Prtmer, Lokal Se.kunder dan Antar 
Lingkungan · dltetapkan dengan 
Koefisien Luas Bangunan sebesar 
1,6 dengan ketlnggian maksimum 2 
lantai; 
dltepi jatan Arteri Primer ditetapkan 
dengan Koeflsien Luas Bangunan 
sebesar OJ dengan kettnggian 
maksimum 1 lantal ; 
cfrtepl jafan .Artert Primer ditetapkan 
dengan Koefisien Luas Bangunan 
sebesar 1 dengan ketinggian 
maksimum 2 Jantai . 
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Pasal 40 

Peta ketlnggian bangunan dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 
Peraturan Daerah inl, adalah sebagalmana dimaksud dalam Lamptran 
XIV, merupakan bagian yang t!dak terpisahkao dali Peraturan Oaerah 
lni . 

Baglan Ketlgabelas .• 

Garis Sempadan 

Pasal 41 

Penetapan Gans Sempadan terdlri dart : 

. a. Sempadan Bangunan ; 

b. Sempadan Sungai: 

c. Sempadan Ravni. 

Pasal 42 

(1) Gans sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) 
ditetapkan sebagai berikUt: · 

a. Pada jalan Arteri Primer adalah 20 M ; 

b. Pada jalan Lokal Primer adalah 12 M ; 

c. Pada jalan Lokal Sekunder adalah 11 M: 

d. Pada jalan Antar Ungkungan adalah 8 M ; 

e. Pada jalan Lingkungan adalah 6 M . 

{ masing-masing dihitung darl as jalan ) . 

(2) Gans sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan 
dengan persll tetangga dttetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk bangunan tunggaf tldak bertingkat berjarak minimal 115 
M· . 

I 

b. Untuk bangunan deret peruntUkannya untuk rumah toko dan 
boleh berimplt sampal dengan ketinggian 3 lantai, untuk 
ketinggian 4 iantai berjarak minimal 3 M dari batas samplng 
persil; · 

c. untuk garis sempadan betakang bangunan berjarak minimal 2 M 
dari dindlng bangunan . 
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Pasal 43 

Gans sempadan sungal pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak 
tebih 3 M, dhtapkan sekurang-kurangnya 1 0 M diukur dart batas titfk 
tertinggi batas permukaan air sungal I tepi sungai dan sungai yang 
mempunyai kedalaman lebih dari 3 M sampai dengan 20 M ditetapkan 
sekUrang-kurangnya 15 M dlukUr dari batas tltik tertinggi batas 
pennukaan air sungai i tepl sungai. 

Pasal 44 

( 1) Khusus · w\tuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa 
dltetapkan lebih kecll dari ketentuan Pasal 41 sampal dengan Pasal 
43 Peraturan Daerah ini , sebagalmana tersebut dalam Lamplran XV 
dan merupakan bagian yang tktak terpisahkan dart Peraturan 
Daerah ini. 

(2) Pada kawasan berkepadatan tinggi1 garis . sempadan banguna.n 
perdagangan dan jasa ditetapkan dapat •· berimpit dengan garis 
sempadan pagar setelah mempertlmbangkan faktor parkir 

· kendaraan . ·· 

BAB V 

JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN 

Baglan Pertama . 

Jangka Waktu Perencanaan 

Pasal 45 

(1) Jangka waktu RUTRK Dengan Kedataman Maten RDTRK lbukota 
Kecamatan Tuntang adalah 10 (sepuluh) tahun. 

(2) Perubahan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
ditetapkan dengan Peraturan Oaerah. 

(3) Buku rencana da.n album peta merupakan penjelasan yang lebih rinci 
yang tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah ini . 

Pasal 46 

RUTRK dan RDTRK lbukota Kecamatan Tuntang bersifat terbuka 
untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan 
tempat-tempat yang mudah diHhat oleh masyarakat . 
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Pasal 47 

Masyarakat berhak untuk mendapatkan infonnasi mengenat RUTRK 
Oengan Kedalaman Maten RDTRK lbukota Keeamatan Tuntang secara 
tepat dan mudah. 

Baglan Kedua 

Tahapan Pelaksanaan. 

Pasal 48 

Tahap pelaksanaan pembangunan di Kota Tutang adalah sebagai 
ber1kut: 

a. Tahap I dari Tahun 1997/1998 sampai dengan TahUn 2001/2002; 

b. Tahap 11 dart Tahtm 2002 /2003 sampai dengan Tahun 2006 /2007. 

Pasal 49 

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang 
diselenggarakan oleh lnstansi Pemerlntah, swasta dan Masyarakat 
tuas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasat 48 Peraturan Daerah inl . 

Paul SO 

Peta pentahapan pembangunan tatwnan dlmaksud dalam Pasal 47 Clan 
Pasal 48 Peraturan Daerah ini , adalah sebagaimana dimaksud daJam 
Lampiran XVI, XVII, XVIII dan XIX dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan darl Peraturan Daerah int . · 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA 
UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEOALAMAN MATERI 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN 
TUNTANG 

Pa&al 51 

·. ( 1) Bupatl Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengamblt 
langkah - langkah kebijaksanaan dalam • melaksanakan RUTRK 
Dengan KedaJaman Maten RDTRK lbukota Kecarnatan Tuntang 
secara keseluruhan sesual dengan prosedur dan Peraturan 
Perundang-undangan yang bertaku . 

(2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, 
Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan 
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pengawas petllbangunan sesual dengan RUTRK Dengan Kedalaman 
Materi RDTRK lbukota Kecamatan Tuntang. 

Pasal 52 

Pengawasan dar. pengendallan RUTRK Oengan KedaJaman Maten 
RDTRK lbukota Kecamatan Tuntang guna · .menjamin tercapa.inya 
maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksUd dalam Pasal 3 
dan Pasal 4 Peraturan Oaerah ini, dilakukan oleh Bupati K.epala Oaerah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang benaku . 

Pasal 53 

( 1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk 
pemantauan, pelaporan dan evaluasl . 

(2) Pengendaiian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perifinan 
sesuai dengan keWenangan yang ada pada Pemenntah Daerah . 

(3) Pengawasan dan pencegahan segaia kegiatan pembangunan I 
pemanfaata.n · yang tidak sesual dengan Peraturan Daerah lni . 
Menjadf wewenang Camat setempat atau htstansi yang berwenang 
clan dalam waktu seiambat-tambatnya 3 X 24 Jam wajlb melapor 
kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas teknik yang ditunjUk . 

BAB W 

KETENTUAN PIDANA DAN PENVlDIKAN 

Pasal 54 

( 1) Barang s!apa dengan sengaja ataupun karena ketalafannya 
melanggar ketentuan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK 
fbukota Kecamatan Tuntang, diancam pldana · kurungan selama­
!amanya 6 ( enam ) butan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
50.000,00 (lima pulUh ribU rupiah); 

(2) Tmdak pidana sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) Pasal inl 
adalah pelanggaran. 

Pasal 55 

Penyidikan terhadap Pelanggaran seba9aimana dimaksud Pasal 54 
Peraturan Daera.h inl, selain dtiakukan oteh Pejabat Penyidik Kepolisian 
Negara RepubHk Indonesia, juga dapat dllakukan oteh Pejabat Penyidik 
. Pegawai Negeli Sipff di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat ti Semarang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam 
menjalank:an tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang..undangan 
yang bertaku . 
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BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 56 

Peraturan Daerah lni dlrinci leblh lanjut berupa uraian dalam bentuk 
Buku Kompffasl Data, AnalisiS dan RUTRK Dengan Kedalaman Materl 
ROTRK lbukota Kecamatan Tuntang serta Album Peta sebagai 
Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Oaerah lni . 

Pasal 57 

Peraturan Daerah lnl dllamplri Peta : 

1. Rencana Pembagian Blok Lingkungan ; 

2. Rencana Kepadatan Penduduk; 

3. Rencana Tata Guna Tanah; 

·. 4. Rencana Strutur Tlngkat Pelayanan ; 

5. Notasi Ruang Jalan ; 

6. Rencana Jaringan Jalan; 

7. Rencana Jaringan Transportasi : 

. 8. Rencana Jarlngan Air Berslh ; 

9. Rencana Jaringan Tetekomunikasi ; 

1 o. Rencana. Jaringan Llstrik ; 

11. Rencana Drainase ; 

12. Rencana Jartngan Sampah : 

13. Rencana Kepadatan Penduduk ; 

14. Rencana Kettngglan Bangunan; 

15. Rencana Garis Sempadan Bangunan ; 

16.Rencana Pelaksanaan Fasllitas Pelayanan Tahap I; 

17. Rencana Fasilltas Petayanan Tahap II ; 

18. Rencana Pelaksanaan Jaringan UtUitas Tahap I ; 
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19. Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap II . 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 58 

Dengan berlakunya Peraturan · Daerah ini , maka segala ketentuan 
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan. dicabut 
dan tidak berlaku lagi . 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut 
oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 60 

Peraturan Daerah ini. mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. 

ILAN RAKYAT 
ATEN DAERAH 
EMARANG 

Ditetapkan di U n g a r a n 
pada tanggal 13-11-1997. 

· s~M A ONO 
····-·-·----



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H SEMARANG 
NOMOR 11 TAHUN 1987 

TENTANG 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA 
DETAIL TATA 

RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG 
TAHUN 1997 / 1918 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007 

I. PENJELASAN UMUM . 

1.1 Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Keda1aman Materi 
Rencana Detail Tata Ruang Kota , 

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang sefanjutnya disingkat dengan 
RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga 
keseras!an pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program­
program pembanguna.n kota dalam jangka panjang_ Rencana tersebut 
merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk. rencana 
pemanfaatan ruang kota, rencana sistm jaringan utilitas, rencana kepadatan 
bangunan1 rencana pemenfaatan air baku, rencana .penanganan Hngkungan 
kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota . 

BIia Rencana umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktur dan 
konseptua!, Rencana Umum Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan 
pengarahan perk.embangan dan pertumbUhan kota . 

Rencana. Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedaiaman Materi 
Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupaka.n wadah yang 
mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, oleh sebab itu bffamana telah 
ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati dleh semua pihak, baik 
pemelintah maupun masya.rakat . 

Untuk ltu sebelum penetapan hukum cfibe#ikan rencana tersebut 
harus sudah disetujui metalUi konsesus umum antara · Pemerintah Pusat, 
Pemenntah Daerah Tlngkat I, Pemerintah Daerah llngkat II dan masyarakat 
kota yang bersa:ngkutan tentang bentuk, arahan, . strategi dan priorttas 
pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana 
tersebut adalah Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor 2 Tam.in 1987 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunnya diatur 
dengan Keputusan Menteli Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang 
Petunjuk Pelaksenaan Pedoman Penyusunan rencana Kota, serta Surat 
Menteri Dafam Negeli Nomor 650/1165/BANGOA tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunen Rencana Kota lbukota Kecamatan. 
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II. 

1.2 Pengertian Rencana Utnum Tata Ruang Jbukota Kecamatan . 

Rencana Umum Tata Ruang lbukota Kecamatan merupakan usaha 
mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan 
didalamnya yang memlftl<i perilakU berbeda sesual dengan karaktemya • 
sehlngga kegiatan - kegiatan tersebut dapat berfangsung selaras, serasl 
dan setmt>ang, menujU suasana yang berstn. sehat~ indah, nyaman, aman, rapl, 
Jancar dan tertib . 

Adapun pengertia.n dasar rencana kota adalah rencana 
pengembangan kota yang di'Siapkan secara teknis dan non teknfs, balk yang 
dietapkan oteh Pemertntah Pusat maupun Pemenntah Daerah yang 
merupakari kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman 
pengarahan dan pengendaflan pelaksanaan pembangunan . 

tbukota Kecamatan adalah ibukota kecamatan sebagaimana 
dinaksud dalam Undang-.undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Pokok-pokok 
Pemetintahan di Daerah. yaitu Pusat Pemet1ntahan: dari Kecamatan yang 
bersangkutan. Rencana Tata Ruang lbUkota Kota Kecamatan merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari Pola Oasar Pembangt.inan Daerah khususnya 
dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang lbukota Kecamatan ini 
rnerupakan rencana tata ruang kota yang mendasarl strategi pembangunan 
fislk kota sesual jeniS rencana kola yang dlsebut daiam Peraturan Menten 
Da~ Negeri Nomor 2 Tahun 1987 . · 

Rencana Tata Ruang lbukota Kecamatan _.ini diharapkan bersifat 
partlsipatlf datam artl membuka kesempatan bagl peran mvestor dan 
masyarakat~ seeara dinamis dan tlekslbef serta antisipatif temadap kemajuan--
kemajuan tekonologi. · 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 
Pa sat 6 ayat ( 1) huruf a 

Pasal 6 ayat ( 1) huruf b 

Pasaf 6 ayat ( 1) huruf c 

CUkupjelas. 
Wilayah perencanaan RUTRK Dengan 
Kedalaman M~Jeri ROTRK lbukota 
Kecamatan Tuntang seluas 194.10 Ha 
adalah sebagai wiiayah dart Desa 
Tuntang yang luas wilayahnya 272,38 
Ha. 

Wilayah perencana•n RUTRK Oengan 
Kedataman Maten RDTRK lbUkOta 
Kecamatan Tuntang setuas 141,02 Ha 
adalah sebagai · wifayah dart Oeta 
Tuntang yang tuas wilayahnya 373,91 
Ha. 
Wllayah perenc~naa11 RUTRK Oengan 
Kedalaman Maten RDTRK lbUkota 
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Pasal 6 ayat (2) 

Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 

Pasal13 

Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 

Pasal 20 

Pasal 21 

Pasal 22 sampai dengan Pasal 34 

Pasal 35 ayat ( 1) 

Pasal 35 ayat (2) 

Pasal 36 $ampai dengan Pasal 40 

Pasal41 

PasaJ 42 sampai dengan Pasat 60 

Kecamatan Tuntang seluas 56,26 Ha 
adalah sebagat- wtlayah dart Desa 
Tuntang yang tuas wifayahnya 428,44 
Ha. 

Cukup Jelas. 

Cukup Jetas. 

Kepadatan. yang dlmaksud adalah 
kepadatan bersltl, yattu Jumlah pendUdUk 
dJbegi dengan · fuas wilayah yang 
digunakan untuk pekarangan / 
perumaha.n. 

CUkup Jelas. 

Yang dlmaksud dengan fasUltas jenjang 
pertama adafah fungsi primer yang 
berskala regional dari: fasilitas petayanan 
temadap wilayah yang dilayanl . 

· Yang dlmaksud dengan fasmtas jenjang 
kedua adalah 1ungsi sekunder yang 
berskala tokal dart faslHtas pelayanan 
temadap wuaya~ y~ng dflayanf . 

Cukup Jetas. 

Yang dimaksud dengan KoeflsJen Dasar 
Bangunan. (KOS) yaitu Perbandingan 
antara lua:s lahan yang tertutup bangunan 
(luas dasar bangunan) pada kawasan 
tertentu dengan luas persH pada 
kawasan bersangkutan yang. ctmyatakan 
~ngan angka prosentase . 

Cukup Je!as. 

Cukup Jelas. 

Garis sempadan bangunan diukur dari as 
Jalan sampal dtndtng tertuar bangunan. 

Cukup Jelas. 
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